
 

 

 

 

 

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 

DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  8  TAHUN 2020 

TENTANG 

PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN 

MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3) 

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian 

Koorinator Bidang Pembangunan Manusia Manusia dan 

Kebudayaan perlu menyusun peta proses bisnis di Lingkungan 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan; 

  b. bahwa penyusunan peta proses bisnis merupakan acuan bagi 

instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja 

yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk 

menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian 

organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah 

bagi pemangku kepentingan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 
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Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 

Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601); 

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 203); 

5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 60); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang 

Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411); 

7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana 

Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 652); 

8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN 

MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETA PROSES BISNIS 

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN 

MANUSIA DAN KEBUDAYAAN. 
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Pasal 1 

Peta Proses Bisnis Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merupakan diagram 

yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien 

antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator 

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

 

Pasal 2 

Peta Proses Bisnis Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri Koordinator ini. 

  

Pasal 3 

Peta Proses Bisnis Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merupakan pedoman 

atau acuan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

dalam melaksanakan proses bisnis sesuai dengan tugas dan 

fungsi masing-masing. 

 

Pasal 4 

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 2 Oktober 2020                     

 
MENTERI KOORDINATOR 

BIDANG PEMBANGUNAN 

MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  

REPUBLIK INDONESIA, 

  ttd. 

MUHADJIR EFFENDY 

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Plt. Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi, 
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PETA SUBPROSES LEVEL 1

PMK-01

Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan, Penetapan, dan Pelaksanaan 
Kebijakan Bidang PMK

Kementerian/ 
Lembaga dan 

Pemda

Masyarakat

Menko PMK
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Kementerian/ 
Lembaga dan 

Pemda

Masyarakat

Menko  PMK

Tindak lanjut 
laporan

Kebijakan Menko

PresidenUsulan kebijakan

Rekomendasi hasil koordinasi

Laporan hasil koordinasi

Koordinasi dan Sinkronisasi, 
Perumusan, Penetapan dan 

Pelaksanaan Kebijakan Bidang 

Peningkatan Kesejahteraan Sosial

PMK-0101

Koordinasi dan Sinkronisasi, Perumusan, 
Penetapan dan Pelaksanaan 
Kebijakan Bidang Pemerataan 

Pembangunan Wilayah dan 
Penaggulangan Bencana

PMK-0102

Koordinasi dan Sinkronisasi, Perumusan, 
Penetapan dan Pelaksanaan 

Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas 
Kesehatan dan Pembangunan 

Kependudukan

PMK-0103

Koordinasi dan Sinkronisasi, Perumusan, 
Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan 

Bidang Revolusi Mental, Pemajuan 
Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga

PMK-0105

Koordinasi dan Sinkronisasi, Perumusan, 
Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan 

Bidang Peningkatan Kualitas Anak, 
Perempuan dan Pemuda

PMK-0104

Koordinasi dan Sinkronisasi, Perumusan, 
Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan 

Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan 
dan Modernisasi Beragama

PMK-0106

PMK-02

Pengendalian Pelaksanaan 
Kebijakan Kementerian/ 

Lembaga Bidang PMK
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PETA SUBPROSES LEVEL 1

PMK-02

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kementerian/ Lembaga Bidang 
PMK

Kementerian/ 
Lembaga dan 

Pemda
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Menko PMK

Rancangan kebijakan 

Tindak lanjut 
laporan

Kebijakan Menko

PresidenUsulan kebijakan

Pengendalian Pelaksanaan 
Kebijakan Kementerian/ 

Lembaga Bidang Peningkatan 
Kesejahteraan Sosial

PMK-0201

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan 
Kementerian/ Lembaga Bidang 

Pemerataan Pembangunan Wilayah 

dan Penanggulangan Bencana

PMK-0202

Pengendalian Pelaksanaan 
Kebijakan Kementerian/ Lembaga 
Bidang Peningkatan Kualitas Anak, 

Perempuan, dan Pemuda

PMK-0204

Laporan hasil pengendalian

Rekomendasi hasil pengendalian 

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan 
Kementerian/ Lembaga Bidang 

Peningkatan Kualitas Kesehatan dan 

Pembangunan Kependudukan

PMK-0203

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan 
Kementerian/ Lembaga Bidang 

Peningkatan Kualitas Pendidikan dan 

Modernisasi Beragama

PMK-0206

Pengendalian Pelaksanaan 
Kebijakan Kementerian/ Lembaga 
Bidang Revolusi Mental, Pemajuan 
Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga
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Dasar hukum

PETA SUBPROSES LEVEL 1
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Lembaga Bidang PMK
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Dasar hukum 
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PETA SUBPROSES LEVEL 1
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PETA SUBPROSES LEVEL 1

PMK-07

Manajemen Organisasi

Perencanaan Organisasi

PMK-0701

Penataan Organisasi

PMK-0702

PMK-01

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Perumusan, Penetapan dan 

Pelaksanaan Kebijakan 
Bidang PMK

PMK-02

Pengendalian Pelaksanaan 
Kebijakan Kementerian/ 

Lembaga Bidang PMK

PMK-01

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Perumusan, Penetapan dan 

Pelaksanaan Kebijakan 
Bidang PMK

PMK-02

Pengendalian Pelaksanaan 
Kebijakan Kementerian/ 

Lembaga Bidang PMK
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PETA SUBPROSES LEVEL 1

PMK-08

Komunikasi dan Teknologi Informasi

Pengelolaan Informasi

PMK-0801

Pengelolaan Kehumasan

PMK-0803

PMK-01

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Perumusan, Penetapan dan 

Pelaksanaan Kebijakan 
Bidang PMK

PMK-02

Pengendalian Pelaksanaan 
Kebijakan Kementerian/ 

Lembaga Bidang PMK

PMK-01

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Perumusan, Penetapan dan 

Pelaksanaan Kebijakan 
Bidang PMK

PMK-02

Pengendalian Pelaksanaan 
Kebijakan Kementerian/ 

Lembaga Bidang PMK

Pelayanan Informasi Publik

PMK-0804

Pengelolaan Perpustakaan

PMK-0805

Masyarakat Laporan masyarakat  
dan informasi publik

MasyarakatTindak lanjut 
laporan

Pengelolaan Teknologi 
Informasi

PMK-0802
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PMK-03

Perencanaan
PMK-04

Kerja Sama
PMK-05

Hukum
PMK-06

Persidangan

PMK-07

Manajemen Organisasi
PMK-09

Pelayanan Umum

PMK-10

Sumber Daya Manusia

PMK-03

Perencanaan
PMK-04

Kerja Sama
PMK-05

Hukum
PMK-06

Persidangan

PMK-07

Manajemen Organisasi
PMK-09

Pelayanan Umum

PMK-10

Sumber Daya Manusia

PMK-11
Pengawasan Internal

PMK-11
Pengawasan Internal
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PETA SUBPROSES LEVEL 1

PMK-09

Pelayanan Umum

Ketatausahaan Pimpinan

PMK-0901

Keprotokolan

PMK-0902
PMK-01

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Perumusan, Penetapan dan 

Pelaksanaan Kebijakan 
Bidang PMK

PMK-02

Pengendalian Pelaksanaan 
Kebijakan Kementerian/ 

Lembaga Bidang PMK

PMK-01

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Perumusan, Penetapan dan 

Pelaksanaan Kebijakan 
Bidang PMK

PMK-02

Pengendalian Pelaksanaan 
Kebijakan Kementerian/ 

Lembaga Bidang PMK

Kerumahtanggaan

PMK-0904

Pengadaan Barang dan Jasa

PMK-0905
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Kearsipan dan Persuratan

PMK-0903

PMK-03

Perencanaan
PMK-04

Kerja Sama
PMK-05

Hukum
PMK-06

Persidangan
PMK-07

Manajemen Organisasi
PMK-08

Komunikasi dan Teknologi Informasi

PMK-10

Sumber Daya Manusia

PMK-11
Pengawasan Internal

PMK-03

Perencanaan
PMK-04

Kerja Sama
PMK-05

Hukum
PMK-06

Persidangan
PMK-07

Manajemen Organisasi
PMK-08

Komunikasi dan Teknologi Informasi

PMK-10

Sumber Daya Manusia

PMK-11
Pengawasan Internal

Pengelolaan dan Pelaporan 
Keuangan

PMK-0906
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PETA SUBPROSES LEVEL 1

PMK-010

Sumber Daya Manusia

Perencanaan Kepegawaian 
dan Sumber Daya Manusia

PMK-01001

Pengadaan Kepegawaian dan 
Sumber Daya Manusia

PMK-01002

PMK-01

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Perumusan, Penetapan dan 

Pelaksanaan Kebijakan 
Bidang PMK

PMK-02

Pengendalian Pelaksanaan 
Kebijakan Kementerian/ 

Lembaga Bidang PMK

PMK-01

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Perumusan, Penetapan dan 

Pelaksanaan Kebijakan 
Bidang PMK

PMK-02

Pengendalian Pelaksanaan 
Kebijakan Kementerian/ 

Lembaga Bidang PMK

Pengembangan Kepegawaian 
dan Sumber Daya Manusia

PMK-01003

Pengelolaan Kepegawaian 
dan Sumber Daya Manusia

PMK-01004
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PMK-03

Perencanaan
PMK-04

Kerja Sama
PMK-05

Hukum
PMK-06

Persidangan
PMK-07

Manajemen Organisasi
PMK-08

Komunikasi dan Teknologi Informasi

PMK-09

Pelayanan Umum
PMK-11

Pengawasan Internal

PMK-03

Perencanaan
PMK-04

Kerja Sama
PMK-05

Hukum
PMK-06

Persidangan
PMK-07

Manajemen Organisasi
PMK-08

Komunikasi dan Teknologi Informasi

PMK-09

Pelayanan Umum
PMK-11

Pengawasan Internal
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PETA SUBPROSES LEVEL 1

PMK-011

Pengawasan Internal

Pengawasan Internal

PMK-01101

PMK-01

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Perumusan, Penetapan dan 

Pelaksanaan Kebijakan 
Bdiang PMK

PMK-02

Pengendalian Pelaksanaan 
Kebijakan Kementerian/ 

Lembaga Bidang PMK

PMK-01

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Perumusan, Penetapan dan 

Pelaksanaan Kebijakan 
Bidang PMK

PMK-02

Pengendalian Pelaksanaan 
Kebijakan Kementerian/ 

Lembaga Bidang PMK

La
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Administrasi Layanan 
Pengawasan Internal

PMK-01102
PMK-03

Perencanaan
PMK-04

Kerja Sama
PMK-05

Hukum
PMK-06

Persidangan

PMK-07

Manajemen Organisasi

PMK-08
Komunikasi dan Teknologi Informasi

PMK-09

Pelayanan Umum

PMK-10

Sumber Daya Manusia

- 
D
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 d
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a
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- 

D
o
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m
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PMK-03

Perencanaan
PMK-04

Kerja Sama
PMK-05

Hukum
PMK-06

Persidangan

PMK-07

Manajemen Organisasi

PMK-08
Komunikasi dan Teknologi Informasi

PMK-09

Pelayanan Umum

PMK-10

Sumber Daya Manusia
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Kementerian/ 
Lembaga dan 

Pemda

Kementerian/ 
Lembaga dan 

Pemda

Masyarakat
Masyarakat

Presiden

Presiden

PMK-01

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Perumusan, Penetapan dan 

Pelaksanaan Kebijakan 
Bidang PMK

PMK-02

Pengendalian Pelaksanaan 
Kebijakan Kementerian/ 

Lembaga Bidang PMK

PMK-06

Persidangan

Isu
 te

rk
ai

t p
em

ba
ng

un
an

 
m
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ia 
da

n 
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ya
an

Kebijakan Kemenko 

Tindak lanjut 
laporan

Ar
ah

an
 st

ra
te

gis
 P

re
sid

en

Usulan kebijakan

Laporan masyarakat  dan informasi publik

Pengendalian pelaksanaan kebijakan
Laporan hasil koordinasi

Rekomendasi hasil koordinasi

Laporan hasil pengendalian

Rekomendasi hasil pengendalian 

PETA HUBUNGAN PROSES BISNIS KEMENTERIAN KOORDINATOR 
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Proses Utama

Proses Pendukung

Layanan Penunjang

PMK-10

Sumber Daya Manusia

PMK-03

Perencanaan

PMK-04

Kerja Sama

PMK-05

Hukum, Persidangan, 
Organisasi, dan Komunikasi

PMK-08

Komunikasi dan TI

PMK-09

Pelayanan umum

PMK-07

Manajemen Organisasi

PMK-11

Pengawasan Internal

Menko, Menteri/ Kepala LPNK, 
Seskemenko, Deputi, Asdep

Menko, Menteri/ Kepala LPNK, 
Seskemenko, Deputi, Asdep

Menko, Seskemenko, Karo 
Perencanaan dan Kerja Sama

Menko, Seskemenko, Karo 
Perencanaan dan Kerja Sama

Menko, Seskemenko, Karo 
Hukum, Persidangan, 

Organisasi dan Komunikasi

Menko, Seskemenko, Karo 
Hukum, Persidangan dan 

Komunikasi

Menko, Seskemenko, Karo 
Hukum, Persidangan dan 

Komunikasi

Menko, Seskemenko, Karo 
Hukum, Persidangan dan 

Komunikasi

Menko, Seskemenko, Karo 
Umum dan Sumber Daya 

Manusia

Menko, Seskemenko, Karo 
Umum dan Sumber Daya 

Manusia
Menko, Seskemenko, Inspektur

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG 

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  

REPUBLIK INDONESIA, 

                      ttd. 

MUHADJIR EFFENDY 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Plt. Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi, 

 

 

Sorni Paskah Daeli 


